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ABSTRAK 
 

Nama    : Jafar Syahputra 

Nim    : 190801042  

Program Studi  : Ilmu Politik  

Fakultas  : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan  

Judul Skripsi  : Strategi Partai Politik Golongan Karya dalam Pencegahan   

  Praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah  

  (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen 2024) 

Pembimbing I  : Eka Januar, M.Sos.Sc. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya 

(Golkar) Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengurus dan kader Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen serta masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024. 

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Partai Golkar Kabupaten Bireuen menerapkan strategi pencegahan Money 

Politics melalui perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi 

sebagaimana dikemukakan oleh Peter Schroder. Strategi tersebut dilakukan melalui 

pendidikan politik, pengawasan internal terhadap kader dan tim pemenangan, serta 

sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi 

berbagai kendala, seperti budaya politik masyarakat yang permisif terhadap politik 

uang, kondisi ekonomi masyarakat, tingginya persaingan politik, dan keterbatasan 

pengawasan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan praktik 

Money Politics memerlukan kerja sama antara partai politik, masyarakat, 

penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas untuk mewujudkan demokrasi lokal 

yang jujur dan berintegritas. 

Kata Kunci : Strategi Politik, Partai Golkar, Money Politics, Pilkada, 

Demokrasi Lokal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang Masalah 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting 

dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak 

politik untuk memilih secara langsung kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif di tingkat lokal. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari implementasi 

prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.1 

Demokrasi lokal memiliki peran penting dalam memperkuat sistem 

demokrasi di Indonesia. Melalui demokrasi lokal, masyarakat diberikan 

kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah 

yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, 

Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan politik, 

tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. 

Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil menjadi syarat penting 

dalam menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.2 

Secara normatif, Pilkada diselenggarakan berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya, proses demokrasi 

lokal masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah praktik Money 

Politics. Praktik Money Politics merupakan pemberian uang atau materi tertentu 

kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam 

                                                 
1
 Didik Supriyanto, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. 25. 

2
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 181. 
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pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.3 Fenomena tersebut tidak hanya 

merusak kualitas demokrasi, tetapi juga dapat menghasilkan kepemimpinan politik 

yang tidak didasarkan pada kapasitas dan integritas kandidat.  

Dalam praktiknya, money politics tidak hanya dilakukan melalui pemberian 

uang tunai kepada pemilih, tetapi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk 

lainnya, seperti pembagian sembako, pemberian pulsa atau paket data, bantuan 

transportasi bagi pemilih, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat, hingga 

pemberian barang-barang kebutuhan rumah tangga menjelang hari pemungutan 

suara. Selain itu, praktik politik uang juga dapat dilakukan secara tidak langsung 

melalui tim sukses, tokoh masyarakat, maupun jaringan pendukung kandidat yang 

bertugas mendistribusikan berbagai bentuk bantuan dengan tujuan memengaruhi 

pilihan politik masyarakat.4 Variasi bentuk praktik tersebut menunjukkan bahwa 

money politics terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan 

politik masyarakat, sehingga upaya pencegahannya memerlukan peran aktif partai 

politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat secara bersama-sama. 

Praktik Money Politics memberikan dampak yang cukup besar terhadap 

kualitas demokrasi. Politik uang menyebabkan masyarakat tidak lagi memilih 

berdasarkan visi, program, dan kapasitas kandidat, melainkan berdasarkan 

keuntungan material yang diterima dalam proses politik. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan lahirnya pemimpin yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan 

yang baik serta mendorong meningkatnya praktik korupsi politik setelah kandidat 

                                                 
3
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 50. 

4
 Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme 

pada Pemilu Legislatif 2014 (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 63. 
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terpilih. Selain itu, politik uang juga menyebabkan biaya politik dalam Pilkada 

semakin tinggi sehingga demokrasi berjalan secara transaksional.5 

Praktik Money Politics masih menjadi salah satu persoalan yang sering 

ditemukan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya pada 

tingkat lokal. Tingginya kompetisi politik, lemahnya pendidikan politik 

masyarakat, serta budaya politik pragmatis menjadi faktor yang mendorong 

terjadinya praktik tersebut. Edward Aspinall menjelaskan bahwa praktik politik 

uang dalam demokrasi lokal di Indonesia sering berkaitan dengan hubungan patron-

klien yang bersifat transaksional antara kandidat dan pemilih.6 Dalam kondisi 

tersebut, pemilih cenderung menempatkan politik sebagai hubungan pertukaran 

material dibandingkan sebagai proses demokrasi yang substantif.  

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah yang memiliki kerentanan 

terhadap praktik Money Politics. Pada Pilkada tahun 2017, terdapat kasus politik 

uang yang diproses secara hukum oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen hingga ke 

pengadilan. Selain itu, tingginya persaingan politik pada Pemilu 2019 juga 

menunjukkan besarnya potensi praktik Money Politics dalam kontestasi politik 

lokal di daerah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih 

menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bireuen.7  

Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian didasarkan pada 

beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Secara akademik, Kabupaten 

                                                 
5
 Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia (Yogyakarta: UGM Press, 2015),   

  hlm. 34. 
6
 Edward Aspinall dan Ward Berenschot, Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State    

  in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 45. 
7
 Ibit, hlm. 23. 
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Bireuen merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki dinamika 

politik lokal yang cukup tinggi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun 

pemilihan kepala daerah. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat serta 

kompetisi antarkandidat menjadikan daerah ini menarik untuk dikaji dalam 

perspektif strategi partai politik. Selain itu, Kabupaten Bireuen pernah menjadi 

perhatian publik akibat adanya dugaan dan penanganan kasus money politics pada 

penyelenggaraan pemilu sebelumnya, sehingga memberikan gambaran bahwa 

praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi 

lokal. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bireuen relevan sebagai lokasi 

penelitian untuk menganalisis bagaimana strategi Partai Golongan Karya dalam 

mencegah praktik money politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.8 

Dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, praktik Money Politics masih 

sering ditemukan di berbagai daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

menyebutkan bahwa politik uang menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang 

paling sering terjadi dalam kontestasi politik lokal. Tingginya persaingan politik, 

lemahnya pengawasan, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi 

faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih terus berlangsung dalam proses 

demokrasi elektoral di Indonesia.9 

Dalam konteks demokrasi lokal, partai politik memiliki posisi yang sangat 

penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada. Partai politik tidak hanya 

                                                 
8
 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Indeks Kerawanan Pemilu dan Politik Uang di   

   Indonesia (Jakarta: Bawaslu RI, 2022), hlm. 17. 
9
 Bawaslu Republik Indonesia, Indeks Kerawanan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia (Jakarta:  

   Bawaslu RI, 2022), hlm. 17. 
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berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dan pengusung kandidat, tetapi juga 

memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat serta membangun budaya politik yang demokratis.10 Melalui fungsi 

tersebut, partai politik diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik Money 

Politics dalam proses politik.  

Sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, Partai Golkar memiliki 

struktur organisasi yang kuat hingga tingkat daerah, termasuk di Kabupaten 

Bireuen. Partai Golkar memiliki peran strategis dalam proses pencalonan kepala 

daerah, pembinaan kader, serta pelaksanaan pendidikan politik di tingkat lokal. 

Oleh karena itu, strategi yang dilakukan Partai Golkar dalam mencegah praktik 

Money Politics menjadi penting untuk dikaji.  

Sebagai partai politik yang memiliki struktur organisasi kuat hingga tingkat 

daerah, Partai Golkar memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan demokrasi lokal. 

Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik dalam pencalonan 

kepala daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan 

politik kepada masyarakat serta menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, 

strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik 

Money Politics menjadi penting untuk dikaji dalam konteks penguatan demokrasi 

lokal.11 

Penelitian mengenai praktik Money Politics sebelumnya lebih banyak 

berfokus pada pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih, persepsi 

                                                 
10

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 160. 
11

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 

405. 
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masyarakat terhadap politik uang, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. 

Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi partai politik dalam 

mencegah praktik Money Politics pada tingkat lokal masih relatif terbatas, terutama 

pada konteks Pilkada di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, penelitian ini penting 

dilakukan untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen 

dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2024 serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.  

Penelitian ini memilih judul "Strategi Partai Politik Golongan Karya dalam 

Pencegahan Praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus 

di Kabupaten Bireuen Tahun 2024)" karena praktik money politics masih menjadi 

salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia. 

Selama ini, berbagai penelitian lebih banyak membahas money politics dari sisi 

perilaku pemilih, pola patronase, maupun dampaknya terhadap kualitas demokrasi. 

Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji bagaimana strategi partai politik 

dalam mencegah praktik money politics, terutama pada tingkat daerah, masih relatif 

terbatas. Padahal, partai politik merupakan aktor utama dalam sistem demokrasi 

yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tetapi juga memiliki 

tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik, melakukan pembinaan 

kader, serta membangun budaya politik yang demokratis dan berintegritas.12 

Pemilihan fokus penelitian pada strategi Partai Golongan Karya didasarkan 

pada pertimbangan bahwa keberhasilan pencegahan praktik money politics tidak 

hanya bergantung pada penegakan hukum oleh penyelenggara dan pengawas 

                                                 
12

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 405. 
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pemilu, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen partai politik dalam membangun 

integritas organisasi serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam 

memperkaya kajian mengenai strategi politik partai, sekaligus memberikan 

gambaran empiris mengenai upaya yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen dalam mencegah praktik money politics pada Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2024. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai peran partai politik dalam 

memperkuat demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam 

mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen 

dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik Money Politics? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen 

dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah 
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2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Partai Golongan Karya 

Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik Money 

Politics. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian strategi partai politik dan 

pencegahan praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian strategi partai politik 

dan pencegahan praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dinamika demokrasi 

lokal di Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik 

dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan 

demokrasi lokal, strategi partai politik, dan perilaku politik masyarakat dalam 

Pilkada. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik 

dalam merumuskan strategi pencegahan praktik Money Politics.  
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggara 

dan pengawas pemilu dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik 

politik uang.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin mengkaji topik serupa. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik agar tidak terlibat dalam 

praktik Money Politics pada pelaksanaan Pilkada.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam 

penelitian ini. Selain itu, kajian terdahulu bertujuan untuk melihat perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan 

adanya perbedaan fokus kajian meskipun sama-sama membahas isu politik uang 

(money politics) dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh 

Erin Malindra Ramadhani dengan judul Pengaruh Money Politics terhadap 

Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 

dalam Pemilihan Presiden 2014 menunjukkan bahwa praktik money politics 

berpengaruh terhadap perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan 

politiknya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana 

penelitian Erin lebih menitikberatkan pada pengaruh money politics terhadap 

perilaku pemilih, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics. 

Selanjutnya, penelitian Muhammad Suspin Selian yang berjudul Persepsi 

Masyarakat terhadap Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 

menjelaskan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap praktik 

politik uang. Sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu 

yang lumrah dalam pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan penelitian tersebut yang 

menitikberatkan pada persepsi masyarakat, penelitian ini mengkaji strategi yang 



 

11 

 

diterapkan oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam upaya mencegah praktik 

money politics. 

Penelitian Muhammad Hoiru Nail yang berjudul Kualifikasi Politik Uang 

dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan 

Umum menjelaskan bahwa pencegahan politik uang dapat dilakukan melalui 

pendekatan hukum serta pendidikan politik kepada masyarakat. Penelitian tersebut 

membahas strategi pencegahan politik uang secara umum, sedangkan penelitian ini 

lebih memfokuskan kajian pada strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics pada pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah. 

Selain itu, penelitian Mada Sukmajati dan Edward Aspinall yang berjudul 

Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 

menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi bagian penting dalam 

kontestasi politik lokal di Indonesia melalui hubungan patronase dan klientelisme. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, di mana penelitian 

tersebut berfokus pada praktik politik uang dalam pemilu legislatif, sedangkan 

penelitian ini mengkaji strategi partai politik, khususnya Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen, dalam mencegah praktik money politics pada pemilihan kepala daerah. 

Terakhir, penelitian Firman Noor yang berjudul Peran Partai Politik dalam 

Pendidikan Politik Masyarakat menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi 

penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna 

meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun sama-sama membahas peran partai 

politik, penelitian tersebut berfokus pada pendidikan politik secara umum, 
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sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis strategi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics. Dengan demikian, 

penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji strategi 

pencegahan money politics yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

dalam konteks pemilihan kepala daerah. 

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pengaruh politik uang 

terhadap perilaku pemilih, persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang, serta 

bentuk-bentuk politik uang dalam pemilu dan Pilkada. Sementara itu, penelitian 

yang secara khusus membahas strategi partai politik dalam mencegah praktik 

Money Politics masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai 

kebaruan (novelty) karena berfokus pada strategi Partai Golongan Karya Kabupaten 

Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pilkada 2024 dengan 

menggunakan teori strategi politik Peter Schroder yang meliputi perumusan 

strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya karena penelitian ini lebih difokuskan pada strategi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2024. Penelitian ini juga menekankan pada bagaimana partai politik 

menjalankan fungsi pendidikan politik, pengawasan internal, serta komunikasi 

politik kepada masyarakat dalam upaya menciptakan demokrasi yang bersih dan 

berintegritas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan 
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dengan strategi partai politik dalam pencegahan praktik Money Politics pada 

demokrasi lokal. 

1.2. Teori Strategi Politik 

Strategi politik merupakan suatu langkah atau cara yang dirancang secara 

sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Strategi politik digunakan oleh 

aktor politik maupun partai politik untuk memperoleh dukungan masyarakat, 

mempertahankan legitimasi politik, dan mencapai tujuan organisasi politik dalam 

sistem demokrasi.13 

Menurut Peter Schroder, strategi politik merupakan keseluruhan metode dan 

tindakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan politik dengan 

mempertimbangkan kondisi politik, perilaku masyarakat, dan sumber daya 

organisasi yang dimiliki.14 Strategi politik tidak hanya berorientasi pada 

kemenangan politik, tetapi juga pada pembentukan citra politik, legitimasi, dan 

kepercayaan masyarakat terhadap organisasi politik.  

Dalam konteks demokrasi, strategi politik memiliki peran penting dalam 

menentukan keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi 

politiknya. Strategi politik yang baik dapat membantu partai politik dalam 

membangun komunikasi politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan 

menjaga kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilu maupun Pilkada.  

                                                 
13

 Firmanzah, Marketing Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 145. 
14

 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 12. 
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Dalam penelitian ini, teori strategi politik digunakan sebagai grand theory 

untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam 

mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. 

1.2.1. Pengertian Strategi 

Strategi politik merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 

oleh aktor politik maupun partai politik untuk mencapai tujuan politik tertentu 

melalui pemanfaatan sumber daya, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang 

efektif. Strategi politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan dalam kontestasi 

politik, tetapi juga mencakup bagaimana partai politik membangun legitimasi, 

memperoleh kepercayaan masyarakat, serta mempertahankan dukungan politik 

secara berkelanjutan. 

Menurut Peter Schroder, strategi politik adalah keseluruhan keputusan dan 

tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan politik, kekuatan organisasi, serta 

perilaku masyarakat. Strategi politik harus mampu menyesuaikan diri dengan 

dinamika politik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.15 

Sementara itu, Firmanzah menjelaskan bahwa strategi politik merupakan 

proses penyusunan langkah-langkah politik yang dilakukan secara terencana 

melalui pemetaan kondisi politik, identifikasi aktor yang terlibat, penyusunan 

program, hingga pelaksanaan komunikasi politik kepada masyarakat. Strategi 
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 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 12. 
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politik menjadi instrumen penting bagi partai politik dalam memenangkan 

kompetisi politik sekaligus menjaga citra organisasi di tengah masyarakat.16 

Dengan demikian, strategi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai 

serangkaian langkah yang dirancang oleh Partai Golongan Karya Kabupaten 

Bireuen dalam mencegah praktik money politics melalui perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi strategi sesuai dengan kondisi politik lokal. 

1.2.2. Tujuan Strategi Politik 

Strategi politik disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap aktivitas 

politik suatu organisasi. Keberadaan strategi memungkinkan partai politik 

menentukan prioritas kebijakan, mengoptimalkan sumber daya organisasi, serta 

membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Tanpa strategi yang tepat, 

pelaksanaan aktivitas politik cenderung berlangsung secara sporadis dan sulit 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Peter Schroder, tujuan utama strategi politik adalah menciptakan 

langkah yang efektif agar tujuan politik organisasi dapat tercapai melalui proses 

yang terencana, terukur, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan 

politik.17 

Firmanzah juga menjelaskan bahwa strategi politik bertujuan membangun 

kepercayaan publik (political trust), memperkuat citra partai, meningkatkan 

partisipasi masyarakat, serta memperoleh legitimasi politik secara demokratis.18 

Oleh karena itu, strategi politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan dalam 

                                                 
16

 Firmanzah, Marketing Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 145. 
17

 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 14. 
18

 Firmanzah, Marketing Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 149. 
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pemilihan umum, tetapi juga pada pembentukan hubungan jangka panjang antara 

partai politik dengan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, tujuan strategi politik Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen tidak hanya diarahkan untuk memperoleh dukungan politik, tetapi juga 

untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang bersih melalui upaya 

pencegahan praktik money politics. 

1.2.3. Unsur-unsur Strategi Politik 

Pelaksanaan strategi politik dipengaruhi oleh beberapa unsur yang saling 

berkaitan. Menurut Peter Schroder, strategi politik yang efektif harus 

mempertimbangkan tujuan organisasi, kondisi lingkungan politik, sumber daya 

organisasi, aktor politik yang terlibat, serta sasaran politik yang ingin dicapai.19 

Seluruh unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk strategi yang akan 

diterapkan oleh partai politik. 

Selain itu, strategi politik juga memerlukan komunikasi politik yang efektif, 

kepemimpinan organisasi yang kuat, kemampuan melakukan evaluasi, serta 

dukungan kader partai. Menurut Almond dan Powell, komunikasi politik 

merupakan salah satu fungsi utama sistem politik yang memungkinkan terjadinya 

penyampaian informasi, nilai, dan kebijakan antara pemerintah, partai politik, dan 

masyarakat.20 

Dalam konteks penelitian ini, unsur-unsur strategi politik tercermin melalui 

proses penyusunan strategi oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen, pelaksanaan 

                                                 
19

 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 16. 
20

 Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach 

(Boston: Little Brown, 1966), hlm. 77. 
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pendidikan politik kepada masyarakat, pengawasan terhadap kader partai, serta 

evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pencegahan money politics selama Pilkada 

Tahun 2024. 
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1.2.4. Perumusan Strategi 

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam menentukan arah dan 

tujuan organisasi. Pada tahap ini organisasi melakukan identifikasi terhadap 

peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki untuk menentukan 

strategi yang akan digunakan.21  

Dalam konteks penelitian ini, perumusan strategi berkaitan dengan 

bagaimana Partai Golkar Kabupaten Bireuen menyusun strategi pencegahan praktik 

Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. 

1.2.5. Pelaksanaan Strategi 

Pelaksanaan strategi merupakan tahap implementasi dari strategi yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Pada tahap ini partai politik melaksanakan berbagai 

program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik yang telah 

ditetapkan.22 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan strategi berkaitan dengan bentuk upaya 

yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money 

Politics, seperti pendidikan politik, pengawasan kader, dan pendekatan kepada 

masyarakat.  

1.2.6. Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi 

yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana strategi 

                                                 
21

 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 15. 
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 Ibid, hlm. 18. 
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yang diterapkan mampu mencapai tujuan organisasi serta untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut.23 

Dalam penelitian ini, evaluasi strategi digunakan untuk melihat efektivitas 

strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics 

serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

1.3. Partai Politik 

Partai politik merupakan salah satu institusi penting dalam sistem 

demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen 

politik, pendidikan politik, serta penghubung antara masyarakat dan pemerintah.24 

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang 

terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang 

sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankan 

kekuasaan tersebut melalui cara-cara konstitusional.25 Partai politik memiliki 

beberapa fungsi penting dalam sistem demokrasi, di antaranya sebagai sarana 

pendidikan politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, dan sarana 

rekrutmen politik. Melalui fungsi tersebut, partai politik memiliki tanggung jawab 

dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menjaga kualitas 

demokrasi. 

Partai politik diharapkan mampu membangun pendidikan politik yang 

berorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat agar masyarakat dapat 

                                                 
23

 Peter Schroder, Strategi Politik (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 20. 
24

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 160. 
25

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 

161. 
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berpartisipasi secara rasional dalam proses demokrasi.26 Selain itu, partai politik 

juga memiliki tanggung jawab dalam membangun budaya politik yang sehat 

melalui pembinaan kader dan penguatan etika politik dalam organisasi partai. Peran 

tersebut menjadi penting karena partai politik merupakan aktor utama yang terlibat 

dalam proses pencalonan kepala daerah serta mobilisasi dukungan politik 

masyarakat.27 Oleh karena itu, keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi 

pendidikan politik dan pengawasan internal sangat memengaruhi kualitas 

pelaksanaan demokrasi lokal, khususnya dalam upaya mencegah praktik Money 

Politics pada Pilkada.28 

Menurut Gabriel A. Almond, partai politik memiliki fungsi penting sebagai 

sarana artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi 

politik, dan rekrutmen politik dalam sistem demokrasi.29 Melalui fungsi tersebut, 

partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah 

dalam proses pelaksanaan demokrasi. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi 

dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

Dalam konteks demokrasi lokal, partai politik menjadi salah satu aktor utama yang 

menentukan kualitas pelaksanaan pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.30 

Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam 

menjaga kualitas pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Partai politik juga memiliki 

                                                 
26

 Ibid, hlm. 408. 
27

 Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach  

    (Boston: Little  Brown, 1966), hlm. 77. 
28

 Firman Noor, Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm.   

    105. 
29

 Ibid, hlm. 75. 
30

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 167. 



 

21 

 

tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar 

tercipta budaya politik yang demokratis dan berintegritas. Dalam penelitian ini, 

partai politik dipahami sebagai organisasi politik yang memiliki peran strategis 

dalam mencegah praktik Money Politics melalui pendidikan politik, pengawasan 

kader, dan pembentukan budaya politik yang sehat. 

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik 

dalam sistem demokrasi. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran 

politik masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai 

warga negara.31 Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat 

berpartisipasi secara rasional dalam proses demokrasi serta tidak mudah 

dipengaruhi oleh praktik-praktik politik transaksional seperti Money Politics.  

Kaderisasi merupakan proses pembinaan anggota partai untuk membentuk 

kader yang memiliki kemampuan politik, loyalitas organisasi, serta pemahaman 

terhadap nilai-nilai demokrasi.32 Melalui kaderisasi, partai politik dapat 

membangun sumber daya politik yang berkualitas dan mampu menjalankan fungsi 

partai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, kaderisasi menjadi penting 

karena berkaitan dengan upaya Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam 

membangun kesadaran politik kader agar tidak terlibat dalam praktik Money 

Politics pada pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan 

kader menjadi bagian penting dalam strategi partai politik untuk menjaga kualitas 

demokrasi lokal. 
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 Firman Noor, Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm.  

     91. 
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 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 172. 



 

22 

 

1.4. Money Politics 

Money Politics atau politik uang merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan dalam proses demokrasi elektoral. Praktik ini dilakukan dengan cara 

memberikan uang atau materi tertentu kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi 

pilihan politik masyarakat dalam pemilu maupun Pilkada.33 

Menurut Edward Aspinall, praktik politik uang dalam demokrasi lokal di 

Indonesia berkaitan erat dengan hubungan patron-klien yang bersifat transaksional 

antara kandidat dan pemilih.34 Dalam hubungan tersebut, dukungan politik 

masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pemberian material dibandingkan 

pertimbangan terhadap visi, program, dan kapasitas kandidat. 

Dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia, Money Politics juga berkaitan 

erat dengan pola hubungan patronase dan klientelisme politik. Patronase 

merupakan hubungan politik yang didasarkan pada pemberian keuntungan material 

oleh kandidat atau elite politik kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh 

dukungan politik.35 Sementara itu, klientelisme merupakan hubungan timbal balik 

yang bersifat transaksional antara pemberi dan penerima dukungan politik. 

Dalam hubungan klientelisme, masyarakat sebagai pemilih sering kali 

memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu karena adanya hubungan 

kedekatan, bantuan ekonomi, maupun keuntungan material yang diterima selama 

proses politik berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi berjalan 
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secara transaksional dan mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat dalam 

Pilkada.36 

Praktik Money Politics dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti 

pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pemberian bantuan atau barang 

tertentu, pemberian fasilitas kepada kelompok masyarakat, serta mobilisasi pemilih 

dengan imbalan tertentu. Praktik tersebut umumnya dilakukan untuk memperoleh 

dukungan politik secara instan dalam kontestasi pemilu maupun Pilkada. Praktik 

Money Politics dalam pelaksanaan demokrasi dapat dibedakan ke dalam beberapa 

bentuk, yaitu pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pemberian barang 

kebutuhan pokok, bantuan sosial, pembayaran transportasi politik, hingga 

pemberian janji tertentu kepada kelompok masyarakat.37 Praktik tersebut umumnya 

dilakukan menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memperoleh dukungan 

politik masyarakat secara instan. 

Selain dilakukan secara langsung, praktik Money Politics juga dapat 

dilakukan secara tidak langsung melalui perantara tim sukses, tokoh masyarakat, 

maupun jaringan politik tertentu di tingkat lokal. Dalam konteks demokrasi lokal, 

pola tersebut sering dilakukan untuk menghindari pengawasan dari lembaga 

pengawas pemilu maupun aparat penegak hukum.38 

Praktik Money Politics memberikan dampak negatif terhadap kualitas 

demokrasi karena dapat menghilangkan prinsip kebebasan memilih dan mendorong 
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terbentuknya budaya politik pragmatis di masyarakat. Selain itu, praktik politik 

uang juga dapat meningkatkan biaya politik dalam kontestasi demokrasi lokal. 

Selain merusak kualitas demokrasi, praktik Money Politics juga dapat 

meningkatkan biaya politik dalam kontestasi Pilkada. Tingginya biaya politik 

tersebut menyebabkan kandidat politik cenderung mengeluarkan modal besar untuk 

memperoleh dukungan suara masyarakat. Kondisi ini berpotensi mendorong 

munculnya praktik korupsi politik setelah kandidat terpilih karena adanya upaya 

untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses 

pemilihan.39 Selain itu, praktik Money Politics juga menyebabkan masyarakat 

kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan politik secara rasional. Pemilih 

cenderung memilih kandidat berdasarkan keuntungan material yang diterima 

dibandingkan mempertimbangkan kualitas kepemimpinan, visi, dan program kerja 

kandidat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang dapat 

melemahkan pelaksanaan demokrasi substantif di tingkat lokal.40 

Dalam penelitian ini, praktik Money Politics dipahami sebagai bentuk 

pelanggaran demokrasi yang menjadi fokus pencegahan oleh Partai Golongan 

Karya Kabupaten Bireuen. Praktik Money Politics dalam pelaksanaan demokrasi 

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, barang, bantuan 

sosial, maupun janji tertentu kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh 

dukungan politik. Dalam konteks Pilkada, praktik politik uang sering dilakukan 
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pada masa kampanye, menjelang hari pemungutan suara, maupun setelah proses 

pemilihan berlangsung. 

Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, praktik Money Politics 

tidak hanya dipengaruhi oleh kandidat politik, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya 

politik masyarakat dan tingginya biaya politik dalam kontestasi demokrasi lokal. 

Oleh karena itu, praktik politik uang menjadi salah satu tantangan utama dalam 

pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 

praktik Money Politics tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran politik, tetapi 

juga sebagai permasalahan budaya politik yang dapat memengaruhi kualitas 

demokrasi dan integritas pemilu. Dalam konteks demokrasi lokal, praktik Money 

Politics menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada di 

Indonesia. Tingginya persaingan politik antar kandidat, lemahnya pengawasan, 

serta rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat menyebabkan praktik politik 

uang masih sulit dihilangkan dalam kontestasi politik lokal.41 

Praktik Money Politics dalam demokrasi lokal tidak hanya berdampak 

terhadap proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas 

hubungan antara masyarakat dan partai politik. Dalam kondisi politik yang 

transaksional, masyarakat cenderung memandang politik sebagai sarana 

memperoleh keuntungan material jangka pendek dibandingkan sebagai proses 

demokrasi untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.42 Selain itu, praktik 
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politik uang juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

demokrasi dan lembaga politik.  

Masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik karena menganggap 

bahwa kemenangan politik lebih ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan 

kualitas kandidat dan program politik yang ditawarkan. Kondisi tersebut 

menyebabkan demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya 

substantif.43 Dalam konteks Pilkada, praktik Money Politics juga menyebabkan 

meningkatnya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat. Tingginya biaya 

politik tersebut berpotensi mendorong munculnya praktik korupsi politik setelah 

kandidat terpilih, karena adanya upaya untuk mengembalikan modal politik yang 

telah digunakan selama proses pemilihan. Oleh karena itu, praktik politik uang 

menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan demokrasi lokal yang 

bersih dan berintegritas.44 

Praktik Money Politics dalam Pilkada tidak hanya dilakukan oleh kandidat 

politik, tetapi juga melibatkan tim sukses, elite lokal, serta jaringan sosial politik di 

masyarakat. Dalam kondisi tersebut, politik uang berkembang menjadi budaya 

politik pragmatis yang memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam 

menentukan pilihan politik.45 Oleh karena itu, pencegahan praktik Money Politics 

tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga 

memerlukan pendidikan politik, penguatan pengawasan demokrasi, serta peran 
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aktif partai politik dalam membangun budaya politik yang demokratis dan 

berintegritas. 

Dalam penelitian ini, Money Politics dimaknai sebagai segala bentuk 

pemberian uang, barang, bantuan materi, atau fasilitas tertentu yang dilakukan 

untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Bireuen Tahun 2024. 

1.5. Etika Politik 

Etika politik merupakan cabang etika yang membahas nilai-nilai moral yang 

seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Etika 

politik tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, tetapi juga mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, 

integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam setiap aktivitas 

politik. Dengan demikian, praktik politik yang dilakukan oleh individu maupun 

partai politik tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari aspek 

moralitasnya. 

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika politik adalah seperangkat prinsip 

moral yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, partai politik, maupun 

masyarakat dalam menjalankan aktivitas politik demi mewujudkan kehidupan 

bersama yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan umum.46 Oleh 

karena itu, politik seharusnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh 
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kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, melainkan sebagai instrumen untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai demokrasi. 

Dalam perspektif etika politik, praktik money politics merupakan tindakan 

yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena menghilangkan kebebasan 

pemilih dalam menentukan pilihan politik secara rasional. Politik uang mendorong 

hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih sehingga proses demokrasi 

bergeser dari kompetisi gagasan menuju pertukaran kepentingan ekonomi. 

Akibatnya, kualitas demokrasi menurun karena pemilih tidak lagi menentukan 

pilihan berdasarkan visi, misi, dan kapasitas calon, melainkan berdasarkan 

keuntungan material yang diterima. 

Selain itu, praktik money politics juga bertentangan dengan nilai integritas 

politik. Integritas dalam politik menuntut adanya konsistensi antara nilai moral, 

aturan hukum, dan tindakan politik yang dilakukan oleh para aktor politik. Partai 

politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tanggung jawab moral untuk 

membangun budaya politik yang berintegritas melalui pendidikan politik, 

pembinaan kader, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas politik yang 

dilakukan oleh anggotanya. Dengan demikian, penerapan etika politik menjadi 

salah satu instrumen penting dalam upaya mencegah praktik money politics dan 

memperkuat kualitas demokrasi lokal. 

Dalam konteks penelitian ini, etika politik menjadi landasan normatif untuk 

menilai strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah 

praktik money politics. Strategi yang diterapkan tidak hanya dipandang sebagai 

upaya organisatoris dalam memenangkan kompetisi politik, tetapi juga sebagai 
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bentuk tanggung jawab moral partai politik dalam menjaga integritas demokrasi, 

meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan berintegritas. 

Berdasarkan uraian tersebut, etika politik menjadi landasan normatif dalam 

penelitian ini untuk menilai strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam 

mencegah praktik money politics. Strategi yang dijalankan tidak hanya dipandang 

sebagai upaya organisasi politik untuk memperoleh dukungan masyarakat, tetapi 

juga sebagai bentuk tanggung jawab moral partai politik dalam menjaga kualitas 

demokrasi dan mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan 

berintegritas. 

1.6. Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan umum sering dipandang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat 

dalam sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat menggunakan hak 

politiknya untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan fungsi 

pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, mekanisme tersebut 

diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).47  

Secara yuridis, penyelenggaraan Pilkada diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi 

Undang-Undang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepala daerah dan 

wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk 
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implementasi prinsip demokrasi dan desentralisasi.48 Pemilihan kepala daerah tidak 

hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga instrumen penting dalam 

memperkuat demokrasi lokal.  

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi 

efektif dan kompetisi yang adil dalam proses pemilihan.49 Dalam konteks Pilkada, 

prinsip tersebut diwujudkan melalui kontestasi antar-kandidat yang dilakukan 

secara terbuka dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Namun demikian, dalam praktiknya Pilkada di Indonesia sering diwarnai oleh 

berbagai persoalan, salah satunya adalah praktik Money Politics. Kompetisi yang 

tinggi dan kebutuhan dukungan elektoral yang besar menjadikan Pilkada sebagai 

arena yang rentan terhadap praktik transaksional antara kandidat dan pemilih. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pilkada merupakan 

sarana demokrasi, secara empiris masih terdapat tantangan dalam mewujudkan 

demokrasi yang substantif.50 Oleh karena itu, pemahaman mengenai Pilkada tidak 

hanya dilihat sebagai mekanisme pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga sebagai 

arena politik yang memerlukan pengawasan dan strategi pencegahan terhadap 

praktik-praktik yang dapat merusak kualitas demokrasi.  

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 

demokrasi lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih 

kepala daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, Pilkada diharapkan mampu 

melahirkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi politik dan mendapat 
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dukungan masyarakat secara demokratis. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada di 

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik 

Money Politics. Praktik tersebut menyebabkan proses demokrasi tidak berjalan 

secara ideal karena pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh pemberian 

uang atau materi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peran partai politik, 

penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam menciptakan pelaksanaan Pilkada 

yang jujur, adil, dan demokratis. 

Dalam pelaksanaan demokrasi lokal, Pilkada tidak hanya dipahami sebagai 

mekanisme pemilihan kepala daerah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik 

masyarakat. Melalui Pilkada, masyarakat diharapkan mampu menentukan pilihan 

politik secara bebas, rasional, dan bertanggung jawab berdasarkan visi serta 

program kandidat.51 Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia 

masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik Money Politics. 

Tingginya persaingan politik dan lemahnya pengawasan menyebabkan praktik 

politik uang masih sering ditemukan dalam proses demokrasi lokal. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan pemilu secara prosedural, tetapi juga ditentukan oleh integritas 

pelaksanaan demokrasi itu sendiri.52 

1.7. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berfokus pada strategi Partai Golongan Karya Kabupaten 

Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. 
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Dalam penelitian ini, teori strategi politik Peter Schroder digunakan sebagai grand 

theory untuk menganalisis strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen. Dalam penelitian ini, praktik Money Politics dipahami sebagai salah satu 

bentuk penyimpangan demokrasi yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah. Praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap 

perilaku politik masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas kepemimpinan 

politik yang dihasilkan melalui proses demokrasi lokal.53 Oleh karena itu, 

diperlukan strategi politik yang tepat dari partai politik untuk mencegah praktik 

Money Politics dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks penelitian ini, Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen dipahami sebagai aktor politik yang memiliki peran 

penting dalam pendidikan politik masyarakat, pengawasan kader, serta pelaksanaan 

komunikasi politik dalam proses demokrasi lokal. 

Teori strategi politik tersebut memiliki tiga indikator utama, yaitu 

perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga indikator 

tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam melihat strategi yang dilakukan 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics. Selain 

itu, konsep partai politik digunakan untuk menjelaskan peran partai politik dalam 

pendidikan politik dan pengawasan kader, sedangkan konsep Money Politics 

digunakan untuk memahami bentuk-bentuk praktik politik uang dalam Pilkada. 

Berdasarkan teori strategi politik Peter Schroder, strategi politik dapat 

dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan 
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strategi, dan evaluasi strategi. Dalam penelitian ini, ketiga indikator tersebut 

digunakan untuk menganalisis strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam 

pencegahan praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. 

Melalui indikator tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana strategi 

yang dilakukan partai politik dalam mencegah praktik politik uang serta hambatan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut.  

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis strategi Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan perspektif teori strategi politik Peter 

Schroder. Melalui teori tersebut, penelitian ini berfokus pada proses perumusan 

strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi yang dilakukan partai politik 

dalam menghadapi praktik Money Politics di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini 

juga berupaya memahami kendala yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik Money Politics, baik yang berasal 

dari faktor internal partai maupun faktor eksternal seperti budaya politik 

masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, dan tingginya persaingan politik dalam 

Pilkada. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran partai politik dalam 

menciptakan demokrasi lokal yang jujur, adil, dan berintegritas. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan.54 Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif.55 

Sejalan dengan itu, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.56 

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis 

mengenai strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah 

praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini tidak berfokus 

pada pengukuran angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman 

terhadap strategi politik yang dilakukan partai politik dalam konteks demokrasi 

lokal. 

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti 

ingin memahami fenomena praktik Money Politics dan strategi partai politik secara 
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mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara lebih rinci mengenai perilaku 

politik, pandangan informan, serta dinamika politik lokal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pilkada.57 

Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak 

bertujuan menguji hipotesis atau mencari hubungan kuantitatif antarvariabel, 

melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh 

informasi secara mendalam mengenai perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan 

evaluasi strategi yang dilakukan Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam 

mencegah praktik Money Politics. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Partai Golkar Kabupaten Bireuen. Pemilihan 

lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen merupakan salah satu partai politik yang memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen. Selain itu, Kabupaten 

Bireuen juga merupakan salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap 

praktik Money Politics dalam kontestasi politik lokal sehingga menarik untuk 

diteliti dalam konteks strategi partai politik dalam pencegahan praktik tersebut. 

Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada 
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pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki dinamika politik lokal yang cukup 

aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.  

Tingginya partisipasi politik masyarakat dan persaingan antar kandidat 

dalam Pilkada menjadikan Kabupaten Bireuen menarik untuk diteliti dalam konteks 

strategi partai politik dalam pencegahan praktik Money Politics. Selain itu, Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen merupakan salah satu partai politik yang memiliki 

struktur organisasi aktif di tingkat daerah sehingga dianggap relevan dengan fokus 

penelitian mengenai strategi partai politik dalam demokrasi lokal. 

3.3. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan 

memahami permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian.58 Penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan 

berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.59 Informan 

dipilih karena dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah dan memahami strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

dalam pencegahan praktik Money Politics.  

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan dan 

pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan Pilkada serta strategi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics. Informan terdiri dari 

pengurus partai, kader partai, tim politik, dan masyarakat yang dianggap memahami 
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fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena 

penelitian ini membutuhkan informan yang benar-benar memiliki pengalaman dan 

informasi yang relevan dengan fokus penelitian.60Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

N

o 
Nama Informan Jabatan Keterangan 

1 
H. Yusri Abdullah, 

S.Sos 

Sekretaris DPD II Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen 
Informan Utama 

2 
Muhammad Raja, 

S.H 

Anggota BSNPG Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen 
Informan Pendukung 

3 
T. Hasib Nailulsyah, 

S.Pd 

Anggota AMPG Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen 
Informan Pendukung 

4 Mursyid, S.Pd 
Calon DPRK Dapil II Kuala 

Kabupaten Bireuen 
Informan Pendukung 

5 Husni Algifahri 

Masyarakat yang berpartisipasi 

dalam Pilkada 2024 Kabupaten 

Bireuen 

Informan Pendukung 

Sumber: Diolah oleh peneliti,2026. 

3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

2.4.1.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

penelitian melalui proses wawancara.61 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

dari hasil wawancara dengan pengurus Partai Golkar Kabupaten Bireuen, kader 

partai, dan pihak terkait lainnya. 
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2.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis 

yang berkaitan dengan penelitian.62 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

melalui buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dokumen partai, dan 

sumber lain yang relevan dengan penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Wawancara Mendalam 

2. Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data memiliki peran 

penting dalam memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai objek 

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan kondisi empiris penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara 

mendalam, dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara 

bersamaan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan meningkatkan validitas 

data penelitian. 
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2.5.1.  Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

proses tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian.63 Dalam penelitian 

ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan 

Kepala Daerah. 

Wawancara ini juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media 

komunikasi daring seperti telepon atau aplikasi konferensi video apabila terdapat 

keterbatasan jarak dan waktu. Data hasil wawancara dicatat dan direkam dengan 

persetujuan informan guna menjaga keakuratan informasi. Sehingga data yang 

diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian. 

2.5.2.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, arsip, 

foto, berita, maupun data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.64 

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, berupa 

dokumen partai, struktur organisasi, kebijakan internal, serta dokumen lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan pencegahan Money Politics. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.65 

Model ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu:  

Reduksi Data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Penyajian Data, yaitu penyusunan data 

dalam bentuk uraian naratif deskriptif untuk  memudahkan analisis.Penarikan 

Kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data 

berlangsung hingga penelitian selesai.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses 

pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai dilakukan. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara 

bertahap untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan 

fokus penelitian.66 Peneliti juga melakukan proses interpretasi data dengan 

menghubungkan hasil penelitian di lapangan dengan teori strategi politik Peter 

Schroder sebagai dasar analisis penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti 

berupaya memahami strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah 

praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menyajikan hasil wawancara dalam 

bentuk tanya jawab secara langsung sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah 
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disusun. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh 

dari informan tidak selalu disampaikan secara sistematis sesuai dengan urutan 

pertanyaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses pengolahan data melalui 

tahapan reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikategorisasikan berdasarkan tema-

tema tertentu, seperti strategi partai, kendala yang dihadapi, serta upaya pencegahan 

praktik Money Politics. Hasil pengolahan data tersebut kemudian disajikan dalam 

bentuk narasi deskriptif agar lebih sistematis, mudah dipahami, serta dapat 

mendukung proses analisis dalam penelitian ini. 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam 

penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.67 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang 

diperoleh dari beberapa informan yang berbeda untuk memperoleh data yang valid 

dan objektif mengenai strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah 

praktik Money Politics. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen 

3.1.1.  Sejarah Singkat Partai Golkar 

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia yang 

memiliki pengaruh penting dalam perkembangan politik nasional. Partai Golkar 

awalnya dikenal sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) 

yang dibentuk pada tahun 1964 sebagai wadah kerja sama berbagai organisasi 

fungsional di Indonesia. Dalam perkembangannya, Partai Golkar menjadi salah satu 

kekuatan politik yang aktif dalam sistem demokrasi Indonesia.68 

Sebagai partai politik nasional, Partai Golkar memiliki struktur organisasi 

hingga tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bireuen. Dalam pelaksanaan 

demokrasi lokal, Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik sebagai partai pengusung 

kandidat maupun sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian, Partai Golkar Kabupaten Bireuen menyadari 

bahwa praktik Money Politics masih menjadi salah satu tantangan dalam 

pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, partai berupaya melakukan berbagai strategi 

dalam mencegah praktik tersebut melalui pendidikan politik, pembinaan kader, dan 

pengawasan internal partai. 
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3.1.2.  Struktur Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

Struktur organisasi Partai Golkar di tingkat kabupaten dipimpin oleh Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD). Struktur ini bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan 

partai di tingkat daerah, termasuk strategi politik dalam menghadapi pemilihan 

umum maupun pemilihan kepala daerah. 

Secara umum struktur organisasi Partai Golkar Kabupaten Bireuen terdiri 

dari:  

1. Ketua DPD Sekretaris  

2. Bendahara 

3. Bidang Organisasi  

4. Bidang Kaderisasi  

5. Bidang Pemenangan Pemilu  

6. Bidang Pendidikan Politik 

Struktur organisasi ini berfungsi untuk menjalankan program partai serta 

memastikan bahwa kegiatan politik partai berjalan sesuai dengan aturan 

organisasi.Selain itu, Partai Golkar   Kabupaten Bireuen juga memiliki organisasi 

sayap partai seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Badan Saksi 

Nasional Partai Golkar (BSNPG) yang turut mendukung kegiatan politik partai 

dalam pelaksanaan Pilkada. Adapun informan dalam penelitian ini yang merupakan 

bagian dari struktur Partai Golkar Kabupaten Bireuen antara lain: 
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N

o 
Nama Informan Jabatan 

Tanggal 

Wawancara 

1 
H. Yusri Abdullah, 

S.Sos 

Sekretaris DPD II Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen 
06/April/2026 

2 Muhammad Raja, S.H 
Anggota BSNPG Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen 
13/April/2026 

3 
T. Hasib Nailulsyah, 

S.Pd 

Anggota AMPG Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen 
14/April/2026 

4 Mursyid, S.Pd 
Calon DPRK Dapil II Kuala 

Kabupaten Bireuen 
06/April/2026 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026 

Berdasarkan hasil penelitian, struktur kepengurusan partai memiliki peran 

penting dalam pelaksanaan pendidikan politik, komunikasi politik, dan pengawasan 

internal partai dalam proses Pilkada. 

3.1.3.  Visi dan Misi Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

Sebagai salah satu partai politik nasional yang memiliki struktur organisasi 

hingga tingkat daerah, Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki visi dan misi 

yang sejalan dengan tujuan Partai Golkar secara nasional, yaitu mewujudkan 

masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Dalam pelaksanaan 

politik di daerah, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya membangun sistem 

politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas 

demokrasi lokal.69  

                                                 
69

 DPP Partai Golongan Karya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,  

    (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2020), hlm. 12. 



 

46 

 

Visi Partai Golkar Kabupaten Bireuen adalah mewujudkan masyarakat 

Kabupaten Bireuen yang maju, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan melalui 

pembangunan politik yang bersih dan berintegritas. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

memiliki beberapa misi, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas kader partai melalui pendidikan politik dan kaderisasi 

yang Berkelanjutan. 

2. Membangun partisipasi politik masyarakat yang demokratis dan bertanggung 

jawab.  

3. Menjalankan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik antara 

masyarakat dan pemerintah.  

4. Mendorong terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari 

praktik Money Politics.  

5. Memperkuat konsolidasi organisasi partai hingga tingkat daerah guna 

meningkatkan  pelayanan politik kepada masyarakat.70  

Melalui visi dan misi tersebut, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya 

menjalankan perannya sebagai partai politik yang tidak hanya berorientasi pada 

kemenangan politik, tetapi juga pada penguatan demokrasi dan pendidikan politik 

masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, visi dan misi tersebut menjadi dasar bagi 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam merumuskan strategi pencegahan praktik 

Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. 
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3.1.4.  Peran Partai Golkar dalam Pilkada di Kabupaten Bireuen 

Dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, partai politik memiliki peran 

penting dalam proses pencalonan kepala daerah. Partai Golkar sebagai salah satu 

partai politik besar turut berperan dalam proses tersebut di Kabupaten Bireuen. 

Peran tersebut meliputi:  

1. Mengusung calon kepala daerah.  

2. Mengorganisir tim pemenangan.  

3. Melakukan kampanye politik kepada masyarakat.  

4. Mengawasi kader dan simpatisan dalam kegiatan politik.  

Selain itu, partai juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga proses 

demokrasi agar berjalan secara jujur dan adil, termasuk mencegah terjadinya 

praktik Money Politics. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, 

S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 

April 2026, beliau menjelaskan bahwa: 

“Partai Golkar Kabupaten Bireuen terus berupaya memberikan 

pendidikan politik kepada kader dan masyarakat agar pelaksanaan 

Pilkada dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, 

kader partai juga selalu diingatkan agar tidak melakukan praktik 

Money Politics dalam proses politik di masyarakat.”71 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen tidak hanya berfokus pada kepentingan politik elektoral, tetapi 

juga berupaya menjaga citra partai melalui pendidikan politik dan pembinaan kader 

partai. 
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4.2. Perumusan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik Money 

Politics 

Perumusan strategi merupakan tahap awal yang dilakukan Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam menentukan langkah-langkah pencegahan praktik 

Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah. Pada tahap ini, partai melakukan 

identifikasi terhadap kondisi politik masyarakat serta potensi terjadinya praktik 

politik uang dalam kontestasi Pilkada. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. 

Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, 

beliau menjelaskan bahwa: 

“Partai Golkar Kabupaten Bireuen selalu memberikan arahan 

kepada kader agar menjalankan proses politik secara sehat dan 

tidak melakukan praktik Money Politics. Kami juga berupaya 

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang 

dapat merusak demokrasi dan memengaruhi kualitas pemimpin 

yang dipilih.”72 

Berdasarkan hasil penelitian, Partai Golkar Kabupaten Bireuen menyadari 

bahwa praktik Money Politics merupakan salah satu tantangan terbesar dalam 

pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Oleh karena itu, partai berupaya merumuskan 

strategi politik yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga 

pada upaya menjaga kualitas demokrasi.73 Perumusan strategi tersebut dilakukan 

melalui penguatan pendidikan politik kepada kader partai dan masyarakat. Selain 

itu, Partai Golkar Kabupaten Bireuen juga menekankan pentingnya komunikasi 

politik yang sehat kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada tidak didominasi 

oleh praktik-praktik politik transaksional.74 
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Dalam konteks ini, strategi politik yang dirumuskan Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya upaya partai untuk membangun citra 

politik yang demokratis dan berintegritas dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen berupaya membangun strategi politik yang berorientasi pada 

penguatan pendidikan politik dan pembinaan internal partai. Strategi tersebut 

menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada kemenangan politik dalam 

Pilkada, tetapi juga berupaya menjaga legitimasi politik partai di tengah 

masyarakat. Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, perumusan 

strategi politik merupakan langkah awal organisasi politik dalam menentukan arah 

dan tujuan politik yang ingin dicapai.75 Dalam konteks penelitian ini, strategi yang 

dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dilakukan melalui pendekatan 

pendidikan politik dan penguatan pengawasan internal terhadap kader partai. 

Peneliti melihat bahwa langkah tersebut merupakan bentuk upaya partai 

dalam membangun citra politik yang positif di tengah meningkatnya perhatian 

masyarakat terhadap praktik Money Politics dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, 

strategi tersebut juga menunjukkan adanya kesadaran partai politik mengenai 

pentingnya menjaga kualitas demokrasi lokal melalui proses politik yang bersih dan 

demokratis. 

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan politik menjadi salah 

satu langkah penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak 

mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu dalam Pilkada. 
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Pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjadi 

bagian penting dalam proses perumusan strategi pencegahan praktik Money 

Politics. Melalui pendidikan politik, partai berupaya meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu 

dalam pelaksanaan Pilkada.  

Dalam konteks demokrasi lokal, pendidikan politik memiliki fungsi penting 

dalam membangun partisipasi politik masyarakat yang lebih rasional dan 

demokratis.76 Oleh karena itu, pendidikan politik tidak hanya dipahami sebagai 

aktivitas formal partai politik, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi politik yang 

bertujuan membangun budaya politik yang sehat di tengah masyarakat. 

Peneliti melihat bahwa strategi pendidikan politik yang dilakukan Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen merupakan langkah preventif dalam mencegah praktik 

Money Politics sejak tahap awal pelaksanaan Pilkada. Meskipun demikian, 

efektivitas strategi tersebut masih dipengaruhi oleh budaya politik pragmatis yang 

berkembang di sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat 

bahwa strategi yang dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dilakukan 

melalui pendekatan pendidikan politik dan pembinaan internal partai. Strategi 

tersebut disusun sebagai langkah untuk menjaga citra politik partai dan 

meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam Pilkada.  

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh Partai Golongan 

Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics tidak hanya 
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dapat dipahami sebagai strategi organisasi politik, tetapi juga sebagai bentuk 

penerapan etika politik dalam kehidupan demokrasi. Upaya seperti pemberian 

pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader partai, serta pengawasan 

terhadap perilaku politik anggota partai menunjukkan adanya komitmen untuk 

membangun budaya politik yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan 

integritas. 

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika politik menempatkan moralitas 

sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Politik tidak 

semata-mata diarahkan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi harus dijalankan 

berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta kepentingan umum. Oleh karena 

itu, praktik money politics merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika 

politik karena mengubah hubungan antara kandidat dan pemilih menjadi hubungan 

transaksional yang mengabaikan prinsip demokrasi dan kebebasan memilih.77 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik, khususnya dalam 

upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar menentukan pilihan 

berdasarkan visi, misi, dan kapasitas calon, bukan karena imbalan materi. Meskipun 

demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas strategi tersebut masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti budaya politik masyarakat yang masih 

permisif terhadap praktik money politics, persaingan politik yang ketat, serta masih 

adanya sebagian masyarakat yang menganggap pemberian uang sebagai hal yang 
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wajar dalam proses pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pencegahan money politics memerlukan komitmen bersama antara partai politik, 

penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun budaya 

politik yang lebih berintegritas. 

Selain faktor internal partai, proses perumusan strategi juga dipengaruhi 

oleh kondisi sosial politik masyarakat Kabupaten Bireuen. Tingginya persaingan 

politik dalam Pilkada serta masih adanya praktik politik transaksional di tengah 

masyarakat menyebabkan partai politik perlu merumuskan strategi yang tidak 

hanya bersifat elektoral, tetapi juga bersifat edukatif. Dalam perspektif teori Peter 

Schroder, strategi politik yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan 

kondisi sosial dan budaya politik masyarakat.78 Oleh karena itu, Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen berupaya menyusun strategi yang tidak hanya berorientasi pada 

kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga pada penguatan legitimasi politik 

partai dalam jangka panjang. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang 

dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya berorientasi pada 

kepentingan politik elektoral semata, tetapi juga bertujuan menjaga legitimasi 

politik partai di tengah masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan partai 

menunjukkan adanya upaya untuk membangun citra partai sebagai organisasi 

politik yang mendukung pelaksanaan demokrasi yang bersih dan jujur. Selain itu, 

peneliti melihat bahwa perumusan strategi yang dilakukan partai masih menghadapi 

tantangan karena adanya budaya politik pragmatis yang berkembang di masyarakat. 
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Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan politik yang dilakukan partai belum 

sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. 

4.3. Pelaksanaan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik Money 

Politics 

Pelaksanaan strategi merupakan tahap implementasi dari kebijakan dan 

perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen melakukan beberapa langkah untuk mencegah praktik 

Money Politics, seperti pengawasan terhadap kader dan tim pemenangan, sosialisasi 

politik, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pelaksanaan strategi 

pencegahan praktik Money Politics dilakukan melalui berbagai pendekatan politik 

kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

tidak hanya melakukan pengawasan internal terhadap kader partai, tetapi juga 

melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui sosialisasi politik.79 

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat 

agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik pemberian uang dalam Pilkada. Selain 

itu, partai juga berupaya membangun komunikasi politik yang lebih terbuka dengan 

masyarakat agar masyarakat dapat memahami pentingnya memilih berdasarkan visi 

dan program kandidat.80 Meskipun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih 

menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan budaya politik 

pragmatis masyarakat dan tingginya persaingan politik antar kandidat dalam 

Pilkada. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku 

Anggota Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 

April 2026, beliau menjelaskan bahwa:   

“Partai terus melakukan pengawasan terhadap kader dan tim 

politik selama proses Pilkada berlangsung. Kader partai selalu 

diarahkan agar menjalankan aktivitas politik sesuai aturan dan 

menjaga nama baik partai di tengah masyarakat.”81 
 

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pengawasan internal dilakukan 

sebagai langkah untuk meminimalisir keterlibatan kader dalam praktik Money 

Politics selama proses Pilkada. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan 

T. Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

pada tanggal 14 April 2026, beliau menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting dilakukan 

agar masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan 

program kerja, bukan karena adanya pemberian uang atau materi 

tertentu.”82 
 

Menurut beliau, masyarakat perlu diberikan kesadaran politik agar tidak 

mudah dipengaruhi praktik Money Politics dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Mursyid, S.Pd selaku Calon DPRK Dapil II 

Kuala Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 2026, beliau menjelaskan bahwa: 

“Praktik Money Politics masih sulit dipisahkan dari kontestasi 

politik lokal karena persaingan politik yang cukup tinggi serta 

kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah.”83 
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Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pelaksanaan strategi 

yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dilakukan melalui dua 

pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.  

Pendekatan struktural dilakukan melalui pengawasan internal partai, sedangkan 

pendekatan kultural dilakukan melalui pendidikan politik dan komunikasi politik 

kepada masyarakat.  

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, pelaksanaan strategi 

tersebut menunjukkan adanya implementasi strategi politik melalui pemanfaatan 

sumber daya organisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat. Namun 

demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan strategi 

tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih adanya masyarakat yang 

memandang praktik Money Politics sebagai sesuatu yang wajar dalam proses 

Pilkada. 

3.3.1.  Komunikasi Politik Partai Golkar kepada Masyarakat 

Dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik Money Politics, komunikasi 

politik menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen. Komunikasi politik dilakukan untuk membangun hubungan politik antara 

partai dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku anggota 

BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dijelaskan bahwa komunikasi politik 

kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan langsung, sosialisasi politik, dan 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan kader partai. Selain itu, T. 
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Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

menjelaskan bahwa komunikasi politik dilakukan untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik pemberian uang 

dalam Pilkada. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 

komunikasi politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik 

masyarakat.  

Melalui komunikasi politik yang baik, partai politik dapat menyampaikan 

nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih 

rasional.84 Dalam konteks penelitian ini, komunikasi politik yang dilakukan Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen menjadi bagian dari strategi partai dalam mencegah 

praktik Money Politics pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.85 

3.3.2.  Pendidikan Politik Partai Golkar kepada Masyarakat 

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik dalam 

sistem demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

berupaya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai langkah untuk 

mencegah praktik Money Politics pada pelaksanaan Pilkada.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku 

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dijelaskan bahwa pendidikan 

politik dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya memilih berdasarkan visi dan program kandidat, bukan karena 

pemberian uang atau materi tertentu. Selain itu, Mursyid, S.Pd selaku calon DPRK 
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Dapil II Kuala Kabupaten Bireuen menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran politik 

masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik Money Politics 

masih sulit dihilangkan dalam Pilkada.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran demokrasi 

masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat, tetapi juga membangun budaya politik yang demokratis dan 

berintegritas.86 Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu strategi 

penting yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam upaya mencegah 

praktik Money Politics pada Pilkada Tahun 2024.87 

4.4. Evaluasi Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik Money 

Politics 

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi 

yang telah dilaksanakan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk 

melihat sejauh mana strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen mampu mencegah 

praktik Money Politics pada Pilkada.  

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun partai telah melakukan berbagai 

upaya pencegahan, praktik Money Politics masih menjadi tantangan dalam 

pelaksanaan demokrasi lokal. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya politik 

masyarakat yang masih menganggap pemberian materi sebagai hal yang wajar 

dalam proses pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, 
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S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Partai terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

politik selama Pilkada berlangsung. Pendidikan politik dan 

pengawasan terhadap kader terus dilakukan agar praktik Money 

Politics dapat diminimalisir dalam proses politik.”88 
 

Menurut beliau, praktik Money Politics masih sulit dihilangkan karena 

dipengaruhi budaya politik masyarakat dan tingginya persaingan politik dalam 

Pilkada. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku 

masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen pada 

tanggal 18 April 2026, beliau menjelaskan bahwa: 

“Praktik Money Politics masih sering ditemukan di masyarakat 

karena sebagian masyarakat menganggap pemberian uang dalam 

Pilkada sebagai sesuatu yang biasa.”89 
 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang dilakukan 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya mampu menghilangkan 

praktik Money Politics dalam kontestasi politik lokal. Hal tersebut disebabkan 

karena praktik politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor partai politik, tetapi 

juga dipengaruhi budaya politik pragmatis masyarakat dan tingginya biaya politik 

dalam Pilkada. Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, evaluasi 

strategi penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah 

diterapkan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut.  
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Dengan demikian, pencegahan praktik Money Politics tidak dapat dilakukan 

hanya melalui pendekatan internal partai, tetapi juga memerlukan kerja sama antara 

partai politik, masyarakat, dan penyelenggara pemilu dalam membangun budaya 

politik yang demokratis. Peneliti melihat bahwa evaluasi strategi yang dilakukan 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjadi langkah penting dalam memperbaiki 

pelaksanaan strategi politik partai pada Pilkada berikutnya.  

Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa partai menyadari masih adanya 

berbagai hambatan dalam upaya pencegahan praktik Money Politics di tengah 

masyarakat. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa keberhasilan strategi 

pencegahan praktik Money Politics tidak hanya bergantung pada partai politik, 

tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakat dan efektivitas 

pengawasan demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan 

kerja sama antara partai politik, masyarakat, dan lembaga penyelenggara pemilu 

dalam menciptakan demokrasi yang bersih dan berintegritas. 

4.5. Kendala Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam Mencegah Praktik 

Money Politics 

Dalam upaya mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala 

Daerah, Partai Golkar Kabupaten Bireuen menghadapi berbagai kendala, baik yang 

berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala tersebut menjadi 

tantangan tersendiri dalam pelaksanaan strategi politik yang telah dirumuskan oleh 

partai.  

Praktik Money Politics merupakan persoalan yang kompleks karena tidak 

hanya berkaitan dengan perilaku kandidat atau partai politik, tetapi juga 

dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat, kondisi ekonomi, serta pola 
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persaingan politik dalam Pilkada. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang 

dilakukan partai politik sering kali menghadapi hambatan dalam implementasinya 

di lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa praktik Money Politics 

dalam Pilkada tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik, tetapi juga dipengaruhi 

oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingginya kebutuhan ekonomi 

masyarakat menyebabkan praktik politik uang masih sulit dipisahkan dari 

kontestasi politik lokal. Selain itu, lemahnya kesadaran politik masyarakat juga 

menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan partai 

politik. Dalam kondisi tersebut, praktik Money Politics masih dianggap sebagai 

sesuatu yang wajar oleh sebagian masyarakat sehingga upaya pencegahannya 

memerlukan proses yang berkelanjutan.  

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, hambatan dalam 

pelaksanaan strategi politik merupakan bagian dari dinamika politik yang harus 

dihadapi organisasi politik dalam mencapai tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, 

strategi politik yang efektif memerlukan kemampuan organisasi dalam memahami 

kondisi sosial dan budaya politik masyarakat.. 

3.5.1.  Budaya Politik Masyarakat 

Salah satu kendala utama dalam mencegah praktik Money Politics adalah 

budaya politik masyarakat yang masih permisif terhadap pemberian uang atau 

materi dalam proses pemilihan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa 

pemberian uang dari calon kepala daerah merupakan hal yang wajar dan telah 

menjadi bagian dari tradisi politik menjelang pemilu maupun Pilkada.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku masyarakat 

yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan 

bahwa:  

“Sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang dalam 

Pilkada sebagai hal biasa. Bahkan ada masyarakat yang merasa 

kecewa apabila tidak mendapatkan uang atau bantuan dari 

kandidat politik menjelang pemilihan. Kondisi ini menyebabkan 

praktik Money Politics masih sering terjadi di tengah masyarakat 

karena sebagian masyarakat menganggap pemberian tersebut 

sebagai bentuk perhatian kandidat kepada masyarakat. Selain itu, 

masih ada masyarakat yang memilih kandidat bukan berdasarkan 

visi dan program kerja, tetapi berdasarkan siapa yang memberikan 

bantuan atau uang kepada mereka.”90 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik 

Money Politics dalam pelaksanaan Pilkada masih dipengaruhi oleh budaya politik 

masyarakat yang cenderung permisif terhadap pemberian uang atau materi tertentu. 

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemberian uang dalam proses 

politik merupakan hal yang wajar dan telah menjadi bagian dari kebiasaan politik 

menjelang pemilu maupun Pilkada. Kemudian hal ini juga dapat dipahami bahwa 

praktik Money Politics dalam Pilkada tidak hanya dipengaruhi oleh kandidat 

politik, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik masyarakat yang masih bersifat 

pragmatis. Sebagian masyarakat masih memandang pemberian uang dalam Pilkada 

sebagai sesuatu yang lumrah dan menjadi bagian dari kebiasaan politik lokal. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat mengenai 

pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat masih perlu ditingkatkan.91 

Budaya politik pragmatis tersebut menyebabkan proses demokrasi berjalan secara 
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transaksional. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung menilai kandidat 

berdasarkan keuntungan material yang diterima dibandingkan visi, program, dan 

kapasitas kepemimpinan kandidat. Oleh karena itu, pendidikan politik kepada 

masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah praktik Money Politics pada 

pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bireuen.92 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik Money Politics tidak hanya 

dipengaruhi oleh kandidat politik atau partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh 

pola pikir masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Dalam 

perspektif budaya politik, masyarakat yang terbiasa dengan praktik politik 

transaksional cenderung menempatkan proses politik sebagai hubungan pertukaran 

kepentingan material dibandingkan sebagai proses demokrasi yang didasarkan pada 

visi, program, dan kapasitas kandidat.93 

Selain itu, peneliti melihat bahwa budaya politik pragmatis yang 

berkembang di sebagian masyarakat menyebabkan upaya pencegahan praktik 

Money Politics menjadi lebih sulit dilakukan. Meskipun partai politik telah 

melakukan pendidikan politik dan pengawasan internal, praktik politik uang masih 

sering ditemukan karena adanya penerimaan sosial dari sebagian masyarakat 

terhadap praktik tersebut. Dalam konteks demokrasi lokal, kondisi ini menunjukkan 

bahwa pendidikan politik masyarakat masih menjadi tantangan penting dalam 

menciptakan Pilkada yang jujur dan demokratis. Oleh karena itu, pencegahan 
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praktik Money Politics tidak dapat dilakukan hanya melalui pengawasan partai 

politik dan lembaga pemilu, tetapi juga memerlukan perubahan budaya politik 

masyarakat secara bertahap melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.94 

Peneliti juga melihat bahwa budaya politik masyarakat di Kabupaten 

Bireuen masih dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kedekatan emosional antara 

kandidat dengan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemberian bantuan atau uang 

oleh kandidat sering kali dianggap sebagai bentuk perhatian politik kepada 

masyarakat, bukan sebagai pelanggaran demokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan 

batas antara bantuan sosial, pendekatan politik, dan praktik Money Politics menjadi 

sulit dibedakan oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang masih 

memiliki ruang dalam pelaksanaan Pilkada meskipun secara normatif bertentangan 

dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. 

Oleh karena itu, perubahan budaya politik masyarakat memerlukan proses 

yang panjang dan berkelanjutan melalui pendidikan politik, peningkatan kesadaran 

demokrasi, serta penguatan pengawasan terhadap praktik politik transaksional 

dalam Pilkada. Dalam perspektif teori pencegahan, kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa upaya preventif melalui pendidikan politik masih memerlukan proses yang 

panjang untuk membangun budaya politik yang demokratis dan rasional di tengah 

masyarakat. 

3.5.2.  Faktor Ekonomi Masyarakat 

Selain faktor budaya politik dan persaingan politik, kondisi ekonomi 

masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi maraknya praktik 
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Money Politics. Sebagian masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi menengah 

ke bawah cenderung lebih mudah menerima pemberian materi dari kandidat karena 

dianggap dapat membantu kebutuhan ekonomi mereka dalam jangka pendek. 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah 

satu faktor yang menyebabkan praktik Money Politics masih sulit dihilangkan 

dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagian masyarakat yang berada pada kondisi 

ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih mudah menerima pemberian uang 

atau bantuan dari kandidat politik karena dianggap dapat membantu kebutuhan 

ekonomi mereka dalam jangka pendek. Berdasarkan hasil wawancara dengan  

Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 

Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa: 

“Kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi terjadinya praktik 

Money Politics. Ada masyarakat yang menerima uang dari kandidat 

karena merasa kondisi ekonomi mereka sulit, sehingga bantuan 

tersebut dianggap dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam 

kondisi seperti itu, sebagian masyarakat akhirnya lebih memilih 

kandidat yang memberikan bantuan secara langsung dibandingkan 

melihat program kerja kandidat.”95 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa faktor 

ekonomi masyarakat memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat 

dalam pelaksanaan Pilkada. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan sebagian 

masyarakat lebih mudah menerima praktik politik uang karena adanya kebutuhan 

ekonomi yang mendesak. 

Faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab masih 

terjadinya praktik Money Politics dalam Pilkada. Kondisi ekonomi yang kurang 
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stabil menyebabkan sebagian masyarakat lebih mudah menerima pemberian uang 

atau bantuan materi dari kandidat politik. Dalam situasi tersebut, kebutuhan 

ekonomi jangka pendek sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan pertimbangan 

terhadap kualitas demokrasi.96 Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif 

rendah juga dimanfaatkan oleh sebagian aktor politik untuk memperoleh dukungan 

secara instan melalui pendekatan material. Praktik tersebut menunjukkan bahwa 

persoalan Money Politics tidak hanya berkaitan dengan perilaku politik kandidat, 

tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam demokrasi 

lokal.97 

Dalam perspektif teori patronase politik, praktik Money Politics sering 

muncul dalam kondisi masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi 

terhadap elite politik atau kandidat tertentu.98 Dalam kondisi tersebut, hubungan 

politik tidak lagi didasarkan pada kualitas demokrasi dan kapasitas kandidat, tetapi 

lebih dipengaruhi oleh hubungan pertukaran bantuan ekonomi dan dukungan 

politik. 

Peneliti melihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bireuen 

menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik Money 

Politics oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen. Meskipun partai telah melakukan 

pendidikan politik kepada masyarakat, faktor kebutuhan ekonomi masih 
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menyebabkan sebagian masyarakat bersikap pragmatis dalam menentukan pilihan 

politik.  

Selain itu, tingginya biaya hidup dan keterbatasan ekonomi masyarakat 

menyebabkan pemberian uang atau bantuan dari kandidat sering dipandang sebagai 

kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, praktik 

Money Politics masih memiliki ruang dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. 

Oleh karena itu, pencegahan praktik Money Politics tidak hanya memerlukan 

pengawasan politik dan pendidikan demokrasi, tetapi juga memerlukan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi 

oleh praktik politik transaksional dalam proses demokrasi.99 

Kondisi tersebut menyebabkan praktik Money Politics sulit dihilangkan 

secara cepat, karena masyarakat terkadang lebih mengutamakan keuntungan 

ekonomi sesaat dibandingkan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas calon 

pemimpin.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics tidak hanya 

berasal dari internal partai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, 

politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang 

dilakukan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.  

3.5.3.  Tingginya Persaingan Politik 

Kendala lain yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen adalah 

tingginya persaingan politik dalam pelaksanaan Pilkada. Persaingan antar kandidat 
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yang ketat sering kali mendorong munculnya praktik-praktik politik yang tidak 

sehat, termasuk Money Politics. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad 

Raja, S.H selaku Anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen, diketahui 

bahwa kondisi persaingan politik di lapangan cukup tinggi. 

“Dalam praktik di lapangan, persaingan politik memang cukup 

ketat. Namun demikian, kami tetap berupaya mengikuti arahan 

partai untuk tidak melakukan politik uang.”100 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi politik yang tinggi 

menjadi tantangan tersendiri bagi partai dalam menjaga komitmen kader dan tim 

pemenangan agar tetap menjalankan politik yang bersih. Tingginya persaingan 

politik dalam Pilkada menyebabkan setiap kandidat berupaya memperoleh 

dukungan masyarakat dengan berbagai cara. Dalam kondisi tersebut, praktik Money 

Politics sering dipandang sebagai strategi instan untuk meningkatkan elektabilitas 

politik di masyarakat.101  

Persaingan politik yang ketat juga menyebabkan biaya politik dalam Pilkada 

menjadi semakin tinggi. Kandidat politik tidak hanya harus membangun popularitas 

dan jaringan politik, tetapi juga harus menghadapi tekanan politik dari kandidat lain 

yang menggunakan pendekatan material kepada masyarakat. Kondisi tersebut 

menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam 

menerapkan strategi pencegahan praktik Money Politics secara optimal di tingkat 

lokal. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya 

persaingan politik dalam pelaksanaan Pilkada menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan praktik Money Politics masih sulit dicegah. Persaingan antar 

kandidat yang ketat menyebabkan munculnya berbagai strategi politik untuk 

memperoleh dukungan masyarakat secara cepat, termasuk melalui pendekatan 

politik transaksional.  

Dalam pelaksanaan demokrasi lokal, persaingan politik yang tinggi sering 

kali menyebabkan kandidat politik lebih berorientasi pada kemenangan politik 

dibandingkan penguatan kualitas demokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan 

praktik Money Politics masih digunakan sebagai salah satu cara untuk 

memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam Pilkada.102 

Peneliti melihat bahwa tingginya kompetisi politik di Kabupaten Bireuen 

menyebabkan partai politik menghadapi tantangan besar dalam menjaga komitmen 

kader dan tim pemenangan agar tetap menjalankan politik yang bersih dan 

demokratis. Dalam kondisi persaingan politik yang ketat, tekanan untuk 

memperoleh dukungan suara masyarakat sering kali menyebabkan munculnya 

praktik-praktik politik yang tidak sehat. 

Dalam perspektif teori strategi politik, tingginya kompetisi politik dapat 

memengaruhi efektivitas strategi yang telah dirumuskan partai. Semakin tinggi 

tingkat persaingan politik, maka semakin besar pula potensi munculnya praktik 

politik transaksional sebagai cara instan untuk memperoleh dukungan suara 

masyarakat. 
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Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, persaingan politik 

merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang memengaruhi efektivitas strategi 

politik organisasi.103 Semakin tinggi tingkat persaingan politik, maka semakin besar 

pula tantangan yang dihadapi partai politik dalam mempertahankan legitimasi 

politik dan menjalankan strategi politik secara ideal. 

Selain itu, tingginya persaingan politik juga menyebabkan meningkatnya 

biaya politik dalam pelaksanaan Pilkada. Kandidat politik sering kali harus 

mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan kampanye, mobilisasi massa, dan 

pendekatan politik kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong 

munculnya praktik Money Politics sebagai cara instan untuk memperoleh dukungan 

suara masyarakat.  

Peneliti juga melihat bahwa tingginya persaingan politik di tingkat lokal 

menyebabkan pengawasan terhadap praktik politik uang menjadi lebih sulit 

dilakukan. Banyaknya aktivitas politik yang berlangsung selama masa kampanye 

menyebabkan partai politik dan lembaga pengawas pemilu menghadapi 

keterbatasan dalam mengontrol seluruh aktivitas politik yang terjadi di lapangan. 

Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari partai politik, kandidat, 

dan masyarakat untuk menjaga pelaksanaan Pilkada agar tetap berjalan secara jujur, 

adil, dan demokratis meskipun berada dalam situasi persaingan politik yang tinggi. 

3.5.4.  Keterbatasan Pengawasan di Lapangan 

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pengawasan terhadap seluruh 

aktivitas politik yang berlangsung selama proses Pilkada. Luasnya wilayah 
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Kabupaten Bireuen serta banyaknya aktivitas kampanye menyebabkan pengawasan 

secara menyeluruh sulit dilakukan oleh partai politik. 

Keterbatasan pengawasan di lapangan menjadi salah satu kendala utama 

dalam mencegah praktik Money Politics pada pelaksanaan Pilkada. Luasnya 

wilayah pengawasan dan keterbatasan jumlah pengawas menyebabkan praktik 

politik uang masih sulit dikontrol secara maksimal.104 Selain itu, praktik Money 

Politics sering dilakukan secara tertutup melalui jaringan tim sukses dan tokoh 

masyarakat tertentu sehingga sulit dibuktikan secara hukum. Kondisi tersebut 

menyebabkan pengawasan terhadap praktik politik uang memerlukan kerja sama 

antara partai politik, masyarakat, dan lembaga pengawas pemilu agar proses 

demokrasi dapat berjalan secara jujur dan adil.105 

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan pengawasan di lapangan menjadi 

salah satu kendala yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam 

mencegah praktik Money Politics selama pelaksanaan Pilkada. Luasnya wilayah 

Kabupaten Bireuen serta tingginya aktivitas politik menjelang pemilihan 

menyebabkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas kader dan tim politik tidak 

dapat dilakukan secara maksimal.  

Selain itu, banyaknya kegiatan kampanye dan mobilisasi politik di tingkat 

desa juga menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam memastikan 

bahwa seluruh aktivitas politik berjalan sesuai dengan aturan organisasi dan prinsip 

demokrasi yang jujur dan adil. Kondisi tersebut menyebabkan praktik politik uang 
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masih memiliki peluang untuk terjadi di lapangan meskipun partai telah melakukan 

pengawasan internal terhadap kader dan tim pemenangan. Meskipun Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen telah melakukan pengawasan internal terhadap kader dan tim 

pemenangan, namun pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau 

seluruh aktivitas politik yang terjadi di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku 

Anggota Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa 

pengawasan terhadap aktivitas politik di lapangan tidak selalu berjalan optimal 

karena keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki partai.  

“Pengawasan memang terus dilakukan oleh partai, tetapi dalam 

praktiknya cukup sulit mengawasi seluruh aktivitas politik di 

lapangan karena wilayah yang luas dan banyaknya aktivitas 

kampanye selama Pilkada berlangsung.”106 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keterbatasan 

pengawasan menjadi tantangan dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik 

Money Politics. Pengawasan internal partai belum sepenuhnya mampu menjangkau 

seluruh aktivitas politik yang terjadi selama masa Pilkada. Dalam perspektif teori 

pencegahan politik, pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam 

meminimalisir terjadinya pelanggaran demokrasi, termasuk praktik Money 

Politics.107 Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi kandidat maupun 

tim politik untuk melakukan praktik politik transaksional dalam proses Pilkada. 

Peneliti melihat bahwa keterbatasan pengawasan di lapangan tidak hanya 

disebabkan oleh faktor internal partai, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas 
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dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada. Tingginya aktivitas politik, 

keterbatasan sumber daya pengawasan, serta luasnya wilayah pengawasan 

menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam mengontrol seluruh 

aktivitas politik yang berlangsung di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan 

praktik Money Politics memerlukan kerja sama antara partai politik, lembaga 

pengawas pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan 

sistem pengawasan politik yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Kondisi ini menyebabkan partai mengalami kesulitan dalam memastikan 

bahwa seluruh kader benar-benar menjalankan kegiatan politik sesuai dengan 

aturan organisasi dan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.  

Dalam perspektif teori pencegahan, lemahnya pengawasan dapat membuka 

peluang terjadinya pelanggaran politik, termasuk praktik Money Politics. Oleh 

karena itu, diperlukan kerja sama antara partai politik, penyelenggara pemilu, aparat 

pengawas, dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan politik yang lebih 

efektif. 

3.5.5.  Bentuk Pengawasan dan Intervensi Partai Golkar terhadap 

Kader 

Sebagai bentuk implementasi dari strategi pencegahan Money Politics, 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya mengandalkan arahan kebijakan 

secara verbal, tetapi juga melakukan pengawasan dan intervensi secara langsung 

terhadap kader dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada.  

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan yang dilakukan Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan 

melalui pendekatan komunikasi politik dan pembinaan internal terhadap kader 
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partai. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga perilaku politik kader agar 

tetap sesuai dengan aturan organisasi serta prinsip demokrasi yang jujur dan adil.  

Dalam pelaksanaan Pilkada, pengawasan internal partai menjadi penting 

karena kader dan tim politik merupakan aktor yang terlibat langsung dalam aktivitas 

politik di lapangan. Oleh karena itu, partai politik perlu memastikan bahwa seluruh 

kader memahami batasan-batasan politik serta tidak terlibat dalam praktik Money 

Politics selama proses Pilkada berlangsung. 

Dalam pelaksanaan Pilkada, pengawasan internal partai menjadi salah satu 

langkah penting untuk menjaga disiplin kader dan mencegah keterlibatan kader 

dalam praktik Money Politics. Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kader agar tetap menjalankan 

aktivitas politik sesuai dengan aturan partai dan prinsip demokrasi yang sehat.108 

Pengawasan tersebut dilakukan melalui komunikasi internal partai serta pemberian 

arahan kepada kader agar tidak melakukan praktik-praktik politik yang dapat 

merusak citra partai di masyarakat. Selain itu, partai juga menekankan pentingnya 

menjaga integritas politik dalam pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari tanggung 

jawab politik kepada masyarakat.109 

Pertama, pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi internal partai 

yang diselenggarakan secara berkala, baik sebelum maupun selama masa kampanye 

berlangsung. Dalam rapat tersebut, pengurus DPD menyampaikan arahan tegas 

agar seluruh kader dan tim pemenangan tidak melibatkan diri dalam praktik 
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pemberian uang atau materi kepada pemilih. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh 

H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen:  

"Partai Golkar lebih mengutamakan pendekatan program kerja dan 

komunikasi politik kepada masyarakat."110 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen berupaya membangun pendekatan politik yang lebih 

berorientasi pada komunikasi politik dan penyampaian program kerja kepada 

masyarakat dibandingkan pendekatan politik transaksional. Peneliti melihat bahwa 

langkah tersebut merupakan bagian dari strategi partai dalam menjaga citra politik 

dan meningkatkan legitimasi partai di tengah masyarakat. Dalam perspektif teori 

strategi politik Peter Schroder, pengawasan internal dan pembinaan organisasi 

merupakan bagian penting dalam pelaksanaan strategi politik organisasi.111 Selain 

itu, pengawasan internal terhadap kader juga menunjukkan adanya upaya partai 

untuk membangun disiplin organisasi dalam menghadapi dinamika politik lokal 

selama pelaksanaan Pilkada. 

Kedua, intervensi partai terhadap kader dilakukan melalui penerapan aturan 

internal yang mewajibkan kader menjalankan kegiatan politik secara etis. Kader 

yang terbukti melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi organisasi sesuai 

mekanisme yang berlaku dalam internal partai. Langkah ini merupakan bentuk 

pengendalian perilaku kader agar sesuai dengan komitmen partai dalam menjaga 

integritas demokrasi lokal. 
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Ketiga, partai juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas kampanye 

kader di lapangan melalui koordinasi dengan struktur organisasi di tingkat 

kecamatan. Meskipun pengawasan ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh 

wilayah Kabupaten Bireuen, upaya tersebut menunjukkan adanya mekanisme 

kontrol internal yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dalam proses Pilkada. 

Dalam konteks demokrasi lokal, pengawasan internal partai memiliki peran penting 

dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada. Pengawasan tersebut tidak hanya 

bertujuan mencegah pelanggaran politik, tetapi juga bertujuan membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi.  

Peneliti melihat bahwa bentuk pengawasan dan intervensi yang dilakukan 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya kesadaran partai mengenai 

pentingnya menjaga integritas politik dalam pelaksanaan Pilkada. Meskipun 

demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, 

seperti keterbatasan pengawasan di lapangan dan tingginya persaingan politik antar 

kandidat. Oleh karena itu, pengawasan internal partai perlu dilakukan secara 

berkelanjutan dan didukung dengan pendidikan politik kepada kader agar strategi 

pencegahan praktik Money Politics dapat berjalan lebih efektif dalam pelaksanaan 

demokrasi lokal.112 

Dengan demikian, bentuk pengawasan dan intervensi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen terhadap kader mencakup tiga aspek utama, yaitu pengawasan 

melalui rapat koordinasi berkala, penerapan aturan internal dengan mekanisme 
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sanksi, serta pemantauan aktivitas kampanye di lapangan. Ketiga bentuk 

pengawasan ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan strategi struktural 

partai dalam upaya mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala 

Daerah. 

3.5.6.  Dampak Money Politics terhadap Demokrasi Lokal 

Praktik Money Politics memberikan dampak yang cukup besar terhadap 

kualitas pelaksanaan demokrasi lokal di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil 

penelitian, praktik politik uang menyebabkan proses demokrasi tidak berjalan 

secara ideal karena pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh pemberian 

uang atau materi tertentu dibandingkan visi dan program kandidat politik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku masyarakat 

yang berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Bireuen Tahun 2024, ia menjelaskan 

bahwa praktik pemberian uang dalam Pilkada masih sering ditemukan di tengah 

masyarakat. Menurutnya, sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut 

sebagai hal yang biasa dalam proses politik lokal karena sudah sering terjadi pada 

setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun Pilkada. Selain itu, Muhammad Raja, 

S.H selaku anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjelaskan bahwa 

praktik Money Politics memberikan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi 

karena masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan kualitas kandidat, melainkan 

berdasarkan keuntungan material yang diterima selama proses Pilkada berlangsung.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik politik 

uang menyebabkan demokrasi berjalan secara transaksional. Dalam kondisi 

tersebut, masyarakat cenderung memandang politik sebagai sarana memperoleh 
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keuntungan material jangka pendek dibandingkan sebagai proses demokrasi untuk 

memilih pemimpin yang berkualitas.113 Selain itu, praktik Money Politics juga 

menyebabkan meningkatnya biaya politik dalam Pilkada. Tingginya biaya politik 

tersebut berpotensi mendorong munculnya praktik korupsi politik setelah kandidat 

terpilih karena adanya upaya untuk mengembalikan modal politik yang telah 

digunakan selama proses pemilihan berlangsung.114 

Oleh karena itu, praktik Money Politics menjadi salah satu tantangan 

terbesar dalam pelaksanaan demokrasi lokal di Kabupaten Bireuen. Pencegahan 

praktik tersebut tidak hanya memerlukan pengawasan hukum, tetapi juga 

memerlukan pendidikan politik dan penguatan kesadaran demokrasi masyarakat 

secara berkelanjutan.115 

4.6. Analisis Strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam Pencegahan 

Praktik  

3.6.1.  Money Politics Berdasarkan Teori Peter Schroder 

Strategi politik merupakan langkah yang dirancang secara sistematis untuk 

mencapai tujuan politik tertentu. Dalam penelitian ini, teori strategi politik Peter 

Schroder digunakan sebagai grand theory untuk menganalisis strategi Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam pencegahan praktik Money Politics pada Pemilihan 

Kepala Daerah.116  
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Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics dianalisis melalui tiga 

indikator utama, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi 

strategi. 

3.6.2.  Perumusan Strategi 

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam menentukan arah dan 

langkah politik organisasi. Dalam konteks penelitian ini, Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen melakukan perumusan strategi dengan mempertimbangkan kondisi sosial 

dan budaya politik masyarakat di Kabupaten Bireuen.117  

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku 

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 2026, 

beliau menjelaskan bahwa: 

“Partai terus memberikan arahan kepada kader agar menjalankan 

proses politik secara sehat dan tidak melakukan praktik Money 

Politics dalam Pilkada.”118 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa pendidikan 

politik dan pembinaan internal partai menjadi bagian dari strategi yang dirumuskan 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics.  

Berdasarkan hasil penelitian, perumusan strategi yang dilakukan Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya upaya partai dalam menyesuaikan 

strategi politik dengan kondisi sosial dan budaya politik masyarakat di Kabupaten 

Bireuen. Strategi tersebut dirumuskan tidak hanya untuk kepentingan politik 
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elektoral, tetapi juga untuk menjaga legitimasi politik partai di tengah 

meningkatnya perhatian masyarakat terhadap praktik Money Politics dalam 

Pilkada. Peneliti melihat bahwa langkah pendidikan politik yang dilakukan partai 

merupakan bentuk strategi preventif untuk meminimalisir praktik Money Politics 

dalam pelaksanaan Pilkada.  

Selain itu, strategi tersebut juga menunjukkan adanya upaya partai dalam 

membangun citra politik yang lebih demokratis dan berintegritas di tengah 

masyarakat. Dalam perspektif teori Peter Schroder, strategi politik tidak hanya 

berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga memperhatikan legitimasi politik 

dan citra partai di tengah masyarakat.119 Oleh karena itu, langkah pendidikan politik 

yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya upaya 

partai dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.  

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses 

perumusan strategi masih menghadapi kendala karena budaya politik pragmatis 

masyarakat yang masih cukup kuat dalam pelaksanaan Pilkada. 

3.6.3.  Pelaksanaan Strategi 

Pelaksanaan strategi merupakan tahap implementasi dari strategi yang telah 

dirumuskan sebelumnya.120 Dalam tahap ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

melaksanakan strategi melalui pengawasan internal partai dan pendidikan politik 

kepada masyarakat.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku 

Anggota Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Partai terus melakukan pengawasan terhadap kader dan tim 

politik selama proses Pilkada berlangsung agar tidak terlibat dalam 

praktik Money Politics.”121 

Selain itu, T. Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku Anggota AMPG Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen, menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar 

masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh pemberian uang dalam 

Pilkada.”122 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pelaksanaan strategi 

dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan 

pendekatan kultural.  

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan strategi yang dilakukan Partai 

Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan 

struktural dan pendekatan kultural dalam mencegah praktik Money Politics. 

Pendekatan struktural dilakukan melalui pengawasan internal terhadap kader dan 

tim politik, sedangkan pendekatan kultural dilakukan melalui pendidikan politik 

dan komunikasi politik kepada masyarakat.  

Peneliti melihat bahwa pelaksanaan strategi tersebut menunjukkan adanya 

kesadaran partai politik mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi lokal 

melalui pendekatan politik yang lebih edukatif. Meskipun demikian, efektivitas 
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strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya politik 

pragmatis masyarakat, faktor ekonomi masyarakat, dan tingginya persaingan 

politik dalam Pilkada. 

Pendekatan struktural dilakukan melalui pengawasan internal partai 

terhadap kader dan tim politik. Sementara itu, pendekatan kultural dilakukan 

melalui pendidikan politik dan komunikasi politik kepada masyarakat.  

Dalam perspektif teori Peter Schroder, pelaksanaan strategi politik 

memerlukan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya politik dan 

komunikasi politik secara efektif.123 Dalam hal ini, Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen berupaya menjalankan strategi melalui pemanfaatan struktur organisasi 

partai dan komunikasi politik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa pelaksanaan strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal 

karena masih adanya praktik Money Politics di tengah masyarakat. 

3.6.4.  Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi 

yang telah dilakukan oleh organisasi politik.124 Dalam penelitian ini, evaluasi 

strategi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan strategi Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku 

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa: 

“Partai terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan politik selama 

Pilkada agar strategi yang dilakukan dapat berjalan lebih baik.”125 
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Selain itu, Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam 

Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen, menjelaskan bahwa: 

“Praktik Money Politics masih sering ditemukan karena sebagian 

masyarakat masih menganggap pemberian uang dalam Pilkada 

sebagai hal yang biasa.126 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang dilakukan 

Partai Golkar Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya mampu menghilangkan 

praktik Money Politics dalam kontestasi politik lokal. Evaluasi strategi yang 

dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa strategi 

pencegahan praktik Money Politics belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 

Meskipun partai telah melakukan pendidikan politik, pengawasan kader, dan 

komunikasi politik kepada masyarakat, praktik politik uang masih ditemukan dalam 

pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Dalam perspektif teori Peter Schroder, 

evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi politik 

yang telah diterapkan organisasi politik.127 Evaluasi strategi juga bertujuan 

mengidentifikasi hambatan dan kelemahan dalam pelaksanaan strategi agar 

organisasi politik dapat melakukan perbaikan strategi pada pelaksanaan politik 

berikutnya. 

Peneliti melihat bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan strategi 

pencegahan praktik Money Politics di Kabupaten Bireuen berasal dari faktor 

eksternal, seperti budaya politik masyarakat yang masih permisif terhadap politik 
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uang, kondisi ekonomi masyarakat, serta tingginya persaingan politik antar 

kandidat dalam Pilkada.  

Oleh karena itu, strategi pencegahan praktik Money Politics memerlukan 

kerja sama yang lebih luas antara partai politik, masyarakat, penyelenggara pemilu, 

dan aparat pengawas dalam menciptakan demokrasi lokal yang jujur, adil, dan 

berintegritas. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya politik pragmatis masyarakat, 

tingginya persaingan politik, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah.  

Berdasarkan hasil evaluasi, strategi yang dilakukan Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics belum sepenuhnya 

berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

budaya politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, serta tingginya persaingan 

politik dalam Pilkada.128 Meskipun demikian, strategi yang dilakukan partai 

menunjukkan adanya upaya untuk membangun proses demokrasi yang lebih sehat 

melalui pendidikan politik, komunikasi politik, dan pengawasan kader partai. Oleh 

karena itu, evaluasi strategi menjadi penting agar partai politik dapat memperbaiki 

kelemahan strategi dan meningkatkan efektivitas pencegahan praktik Money 

Politics pada pelaksanaan Pilkada berikutnya.129 

4.7. Analisis Hasil Pelaksanaan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan 

Money Politics 

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan Partai Golkar 

Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics telah menunjukkan 
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adanya upaya partai dalam menjaga kualitas pelaksanaan demokrasi lokal. Strategi 

tersebut dilakukan melalui pendidikan politik, pengawasan kader, serta komunikasi 

politik kepada masyarakat selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku 

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dijelaskan bahwa partai terus 

berupaya memberikan arahan kepada kader agar tidak terlibat dalam praktik Money 

Politics serta menjaga citra partai dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, T. Hasib 

Nailulsyah, S.Pd selaku anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen 

menjelaskan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat menjadi langkah penting 

untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi 

oleh praktik politik uang.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa strategi yang 

dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki pengaruh terhadap upaya 

pencegahan praktik Money Politics di tingkat lokal. Namun demikian, efektivitas 

strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya politik 

pragmatis masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, serta tingginya persaingan 

politik dalam Pilkada.130  

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, efektivitas strategi 

politik dapat dilihat dari kemampuan organisasi politik dalam mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan sebelumnya.131 Dalam konteks penelitian ini, strategi Partai 
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Golkar Kabupaten Bireuen dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal karena 

praktik Money Politics masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi 

lokal. Meskipun demikian, strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten 

Bireuen menunjukkan adanya komitmen partai dalam membangun proses 

demokrasi yang lebih sehat melalui pendidikan politik, pengawasan internal partai, 

dan penguatan komunikasi politik kepada masyarakat.132 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Partai Politik Golongan 

Karya dalam Pencegahan Praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Bireuen Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah 

praktik money politics telah dilaksanakan melalui tiga tahapan strategi 

sebagaimana dikemukakan oleh Peter Schroder, yaitu perumusan strategi, 

pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Pada tahap perumusan strategi, 

Partai Golkar menyusun langkah-langkah pencegahan melalui koordinasi 

internal dan penyusunan program pendidikan politik. Pada tahap 

pelaksanaan, partai melakukan sosialisasi, pembinaan kader, serta mengajak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan 

bebas dari praktik money politics. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, Partai 

Golkar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta 

mengevaluasi berbagai kendala yang muncul selama proses Pilkada. 

Strategi tersebut menunjukkan adanya komitmen Partai Golkar untuk 

mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih berintegritas di Kabupaten 

Bireuen.  

2. Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen masih menghadapi beberapa 

kendala dalam mencegah praktik money politics, di antaranya masih adanya 

budaya politik transaksional di sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran 

politik sebagian pemilih, tingginya persaingan antar peserta Pilkada, serta 
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keterbatasan pengawasan terhadap seluruh aktivitas politik di lapangan. 

Oleh karena itu, upaya pencegahan money politics tidak hanya memerlukan 

komitmen partai politik, tetapi juga dukungan dari penyelenggara pemilu, 

pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar pelaksanaan 

Pilkada dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Bagi Partai Golkar Kabupaten Bireuen  

Partai Golkar Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperkuat pendidikan 

politik secara berkelanjutan kepada kader dan masyarakat agar kesadaran politik 

masyarakat semakin meningkat. Selain itu, pengawasan internal terhadap kader dan 

tim pemenangan perlu ditingkatkan dengan mekanisme yang lebih tegas dan 

konsisten guna meminimalisir praktik Money Politics dalam setiap pelaksanaan 

Pilkada. 

2. Bagi Masyarakat  

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan tidak 

mudah terpengaruh oleh praktik Money Politics. Partisipasi masyarakat yang 

rasional dan berbasis pada program serta kapasitas kandidat sangat penting dalam 

mewujudkan demokrasi yang berkualitas.  

3. Bagi Penyelenggara dan Pengawas Pemilu  

Penyelenggara dan pengawas pemilu diharapkan dapat memperkuat sistem 

pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik Money Politics. Sinergi 

antara lembaga pengawas, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam 

menciptakan proses demokrasi yang jujur dan adil.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam cakupan 

wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan 
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dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan 

yang lebih beragam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. 
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